
BUPATI KONAWE SELATAI'I
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR | 67 TAHUN 20/22

TENTANG

KEDUDUI(AN, SUSUIYAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KEzuA DIITAS PERUMAIIAN, I(AWASAN PERIVIUKIMAN

DAN PERTANAIIAN KABUPATEN KONAtrIE SELATAN

DETiTGAN RAHMAT TTIHAN YANG MAHA.ESA

BUPATI KONA1TTT SELATAN,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah

yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga

organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran
dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi,

tugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T1rgas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2671;

Mengingat



-2-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zOLl tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A11 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Al4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9fl;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5883);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2Afi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor

68 tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 6a77);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe

Selatan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

PERATT'RAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAIY FT'IYGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAIV, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAIIAN I(ABUPATEN KONAUIE SELATAN.

BAB I
KBTINTUAITT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan;

6. Dinas adalah Dinas Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan

Pertanahan;

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat ;

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE

PERAI{GITAT DATRAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas.
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Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perumahan, Kawasan

Pemukiman dan Pertanahan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.

(2\ Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta bidang Pertanahan.

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1,

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAIT SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

{21 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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Pasal 6

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta dibidang Pertanahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanah€Ln menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan

permukiman serta bidang pertanahan;

b. pelaksanaan kebdakan di bidang perumahan dan

permukiman serta bidang pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

di bidang perumahan dan permukiman serta bidang

pertanahan;

d. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan

evaluasi penyediaan rumah umum;

e. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan

evaluasi penyediaan rumah swadaya;

f. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan

kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

pemanfaatan dan pengendalian kawasan pennukiman;

g. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta

pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana,

dan utilitas umum perumahan dan permukiman serta

pemakaman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

h. pelaksana;rn administrasi Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8
(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan,

terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perumahan;

d. Bidang Kawasan Permukiman;

e. Bidang Pertanahan;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan Pungsional.

(21 Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB TV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9
Kepala Dinas bertugas memimpin, membina,

mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan

dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan kegiatan

perumahan dan kawasan perumahan serta Pertanahan dan

bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat bertugas mengkoordinasikan kegiatan

pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan

kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan

masyarakat serta mengkoordinasikan penyusun.m program

dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta

tugas pelayanan administrasi dan penyusunan pelaporan

dinas.
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(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian,

administrasi keuangan, perencanaan program dan kegiatan

serta pelaporan dan urusan kerumahtanggaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa;

c. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;

d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan Sub Bagian;

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi program dan

pelaporan kegiatan Sekretariat;

f. penataan organisasi dan tata laksana Dinas;

g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.



-9-

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, bertugas

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan bahan dan

data dalam rangka penyusunan rencana program, anggaran

dan keuangan Dinas.

(21 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat (21 huruf b, bertugas

melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan

kearsipan, kehumasan, rumah tangga, administrasi

kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan

aparatur serta hukum dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 14

(1) Bidang Perumahan bertugas melaksanakan penyusunan

perencanaan perumahan, pengembangan dan pembangunan

perumahan serta pemanfaatan dan pengendalian

perumahan.

(2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan

sistem pembiayaan bidang perumahan;

b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan

sistem pembiayaan bidang rumah umum;

c. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan

pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;

d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang

perumahan;
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e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus,

rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan

rumah umum;

f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan

rumah swadaya;

g. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan

bidang perumahan;

h. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta

penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara,

dan rumah komersil;

i. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan

pembiayaan rumah swadaya; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Perumahan terdiri atas :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;

b. Seksi Pembiayaan Perumahan; dan

c. Sekis Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perumahan.

Pasal 17

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertugas

melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan

pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan,

penyediaan dan pengembarlgan sistem pembiayaan bidang

rumah umum dan pemberdayaan, bantuan, dan

pengembangarl sistem pembiayaan bidang rumah swadaya.

(2) Seksi Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan

penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, penyediaan

rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah

komersil serta pembiayaan rumah umum dan pelaksanaan
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pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya.

(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, bertugas

melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan

pembiayaan bidang perumahan, pembiayaan rumah umum,

serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah

negara, dan rumah komersil, serta pemberdayaan, bantuan

dan pembiayaan rumah swadaya.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 18
(1) Bidang Kawasan Permukiman bertugas melaksanakan

pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan

permukiman dan kawasan budidaya lainnya serta kawasan

lindung, penyiapan perumusan kebdakan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum,

perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik,

penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di

bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan

dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi

di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan

dan kawasan pernukiman;

(2) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang ya.;rtg berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan

fungsi :

a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

b. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan dan kawasan permukiman;
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dan permukiman kumuh;

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan dan kawasan permukiman;

e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan

kawasan budidaya lainnya serta kawasan lindung;

f. penyiapan bahan pelaksanan pemantauan dan evaluasi di

bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan dan kawasan permukiman; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan

Permukiman;

b. Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan

c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman.

{21 Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimoin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 2 1

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a,

bertugas melaksanakan pendataan dan perencanaan awasan

permukiman serta menyiapkan bahan analisis teknis dan

penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan

utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.
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(2) Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Prasarana,

Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b,

bertugas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan

kumuh dan permukiman kumuh serta penyiapan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan

permukiman serta pemakaman.

(3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana, Dan

Utilitas Umum Kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c, bertugas

melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan

permukiman, kawasan budidaya lainnya dan kawasan

lindung serta penyiapan bahan pelaksanan pemantauan

dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan dan kawasan

permukiman.

Bagian Kelima
Bidang Pertanahan

Pasal22

(1) Bidang Pertanahan bertugas melaksanakan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

pertanahan, pengaturan dan penataan pertanahan,

penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,

peberian izin dan penetapan pertanahan, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan.

(2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 , Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis

dibidang pertahan;



-14-

d. pembeian izin lokasi dan izin peruntukan dalam kawasan

dalam daerah;

e. penyelsaian sengketa tanah garapan dalam daerah;

f. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah

untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;

g. penetapan subyek dan obyek distribusi tanah, serta ganti

kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

dalam daerah;

h. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;

i. penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;

j. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;

k. penerbitan izin membuka tanah;

l. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam

daerah; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang berikan olah kepala dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Pertanahan, terdiri atas :

a. Seksi Pengadaan Tanah;

b. Seksi Penanganan Sengketa Pertanahan; dan

c. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimoin Oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Pasal 25

(1) Seksi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) huruf a, bertugas membantu kepala bidang

pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan

pengadaan tanah.

(2) Seksi Penanganan Sengketa Pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, bertugas

melaksanakan penyiapan k4jian dan penanganan

sengketa, konfl"ik dan perkaratr, pengtrentian, usulan
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rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan
hukum antara orang dan atau badan hukum dengan

tanah. Sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan,

pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui
mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan tekrris.

(3) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c, bertugas
melaksanakan pen5rusunan rencana dan program
persediaan, peruntukan dan penatagunaan tanah,
pengaturan, penetapan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah, neraca penatagunaan tanah dan ketersediaan

tanah serta pemberian izin lokasi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 26
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana

teknis dinas secara operasional di lapangan.

(21 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat

(1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu terdiri atas :

a. Unit Peiaksana Teknis Daerah kelas A untuk mewadahi

beban keq'a yang besar; dan

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B untuk mewadahi

beban kerja yang kecil.

{a) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi

serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan

secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai

wakil pemerintah pusat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang

keahliannya.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 terdin dari sejumlah Aparatur Sipil Negara

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB V
TATA KER.IA

Pasal 29
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi

lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.



-17-

(21 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang serta Kepala Sub bagian/ Seksi serta

Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun

antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok

masing-masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya

masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada

waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari

bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk

menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan

pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.
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Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala

Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

Pasal 35

(U Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku;

(21 Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala

Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi

tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada

pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPAIYGI(ATAN, PENGAIIGKATAN, ESELOITISASI DAN

PEMBERHEI{TIAIT DALAM JABATAN

Pasal 37

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe

Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-

undangan yang berlaku.

(21 Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas

usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIb.

(4) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IIIa.
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(5) Kepala Bidang (Jabatan Administrator lingkup Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi flabatan Pengawas)

lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan

eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) dan Eselon IV

(Jabtan Pengawas) dilingkungan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe

Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAIY PERALIHAIII

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Unit

Pelaksana Teknis Dinas yang terbentuk dengan Peraturan

Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum

Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan

tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi

UPTD yang baru dundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati

Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain

yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
12 /susrus 2022
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